
 

 

 
 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  

PROVINSI PAPUA  
 

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

NOMOR   4    TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN 
BINTANG TAHUN 2022 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah wajib 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu 

pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi; 

 b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Pegunungan Bintang tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022 

dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

Mengingat:  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik 
Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan 

Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi 

Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021  tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

 

SALINAN 



 

Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 

Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Asmat, 

Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk 

Bintuni, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); 

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik IndonesiaNomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

11. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

12. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

13. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 



 

14. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

16. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

17. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) 

18. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 



 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 

Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-

19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6542); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemeruntahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun; 



 

29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

2011-2025; 

30. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); 

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 136); 

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan  Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 



 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 288); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 21 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2005-2025;  

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pegunungan 

Bintang Tahun 2011-2031; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI  TENTANG  RENCANA  KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

TAHUN 2022. 
 

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pegunungan Bintang; 

2. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang; 

3. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pegunungan 

Bintang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 



 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 

2005- 2025; 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan 

Bintang Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 

2021- 2026; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah untuk periode selama Tahun 2021-2026; 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya  disebut Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun; 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; 

10. RKPD Tahun 2022 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang Tahun 2022. 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Pegunungan Bintang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai 

pada Tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022. 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran 

dari RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021-2026 yang berisi 

program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah 

Kabupaten Pegunungan Bintang maupun dengan dukungan pembiayaan dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN 

DAERAH 

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 



 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

BAB VII : PENUTUP 

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai: 

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pegunungan Bintang dalam menyusun Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); 

2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam 

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Kabupaten Pegunungan bintang Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 6 

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 angka 2: 

1. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menggunakan RKPD Tahun 

2022 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran dengan DPRD; 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pegunungan Bintang menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan 

pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD). 

BAB III PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan 

Bintang. 

                                                          Ditetapkan di Oksibil  

Pada tanggal, 21  Februari  2022 

   BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG, 

                                                                                               TTD 

                                                                                    SPEI YAN BIRDANA 



 

 

 Diundangkan di Oksibil  
 Pada tanggal,  22  Februari 2022 

 PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, 

                   TTD  

 drg.ALOISIUS GIYAI, M.,Kes 

 PEMBINA UTAMA MADYA 

 NIP.19720908 200212 1 011 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022 NOMOR 06 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

       DEMI MIMIN, SH 

     PENATA MUDA TK I 
NIP. 19800706 200909 1 003 


